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Abstrak 
Artikel ini menjelaskan pudarnya kharisma kiai dalam percaturan politik 
lokal di Madura. Meskipun kiai, bagi orang Madura adalah tokoh sentral 
dalam segala aspek kehidupan, namun masyarakat mulai apatis dengan 
permainan politik kiai yang tidak ada bedanya dengan para politisi tulen. 
Sekarang ini, uang telah menjadi panglima, dan kharisma kiai mulai 
tergadaikan dengan permainan politik yang semakin kotor. Meskipun 
masih banyak kiai yang masih bertahan dengan idealisme keagamaan dan 
kejujuran, akan tetapi tidak sedikit pula yang terjebak dengan politik 
uang dalam pesta demokrasi. Maka dari itu, para kiai harus kembali 
meneguhkan nilai-nilai dan tradisi pesantren yang mulai ditinggalkan, 
seperti kesederhanaan, kejujuran, tanggung jawab, dan keterbukaan. Kiai 
harus menjadi garda terdepan dalam mengubah paradigma masyarakat 
tentang politik yang selalu dipahami dengan keculasan, korupsi, 
permainan anggaran, dan lain sebagainya. 
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Pendahuluan 
Demokrasi sebagai pilihan bangsa Indonesia dalam bernegara 
telah final dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI). Kedaulatan semata-mata berada dalam genggaman rakyat, 
yaitu dari oleh dan untuk rakyat.  
Sejak era reformasi, NKRI betul-betul menampakkan sistem 
demokrasi dalam segala aspek kehidupan, lebih-lebih dalam 
penetapan pemimpin di semua tingkatan. Pemilu sebagai representasi 
sistem voting, menjadi rezim yang tidak tergantikan dalam setiap 
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even penetapan pemimpin dari tingkat pusat sampai daerah. Pesta 
demokras disebut dengan beberapa istilah, yaitu pilpres, pileg, 
pilkada dan pilkades.  
Sebagai manifestasi kedaulatan rakyat, demokrasi dengan 
pemilunya mendambakan pemberdayaan rakyat dalam berpolitik. 
Mereka diyakini telah siap masuk dalam kubangan politik yang penuh 
intrik. Rakyat dianggap dewasa untuk memilah dan memilih dengan 
standar rasionalitas masing-masing sehingga rakyat sebagai penguasa 
di negerinya, betul-betul terpatri. 
Idealita di atas, seakan menjadi mimpi di siang bolong, di mana 
dalam pelaksanaan pemilu hampir selalu memunculkan konflik 
horizontal yang tak kunjung selesai, karena dari pemilu ke pemilu 
selalu tumbuh akar konflik baru yang mengipasi rakyat dengan 
propaganda dan agitasi. Lebih-lebih saat ini, pragmatisme dalam 
politik maupun ekonomi telah menggurita dalam segala aspek 
kehidupan masyarakat.  
Budaya kerja keras dan kesungguhan, mulai tergantikan dengan 
budaya instan, praktis, mudah murah, menerabas dan menghalalkan 
segala cara dalam meraup target kekuasaan. Di sinilah uang menjadi 
idiom politik tak terbantahkan untuk mencapai tujuan dengan 
mudah,cepat dan tanpa berkeringat. 
Realitas ini tak pelak juga terjadi di Madura, yang pada masa 
lalu kiai menjadi perekat umat ketika terjadi konflik. Kiai Madura 
dengan kharisma yang dimiliki karena kedalaman spiritual dan 
keluhuran budinya telah mampu menjadi rujukan dan panutan 
masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Tapi dengan 
pemilu, kharisma itu mulai redup. 
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Kharisma Kiai Madura 
Ada kecenderungan khusus yang perlu diteliti lebih mendalam 
kaitannya dengan persoalan-persoalan sosial di masyarakatsecara 
umum termasuk di Madura, baik itu menyangkut dunia politik, 
ekonomi, maupun agama. Salah satu hal penting yang patut untuk 
diulas lebih mendalam, yakni  persoalan kepemimpinan kharismatik 
(charismatic leadership) yang merupakan kecenderungan kepada 
konsep politik. Hal ini penting mengingat peran dunia politik 
merupakan suatu aturan permainan yang masuk dalam ranah 
kekuasan, yang secara tidak langsung memengaruhi kepemimpinan 
seseorang. Kepemimpinan kharismatik menjadi salah satu faktor 
khusus yang perlu dipertimbangkan dalam suatu pemetaan akan 
seorang pemimpin yang nantinya akan memiliki legalitas-otoritas 
untuk menentukan suatu kebijakan. 
Teori kepemimpinan karismatik saat ini sangatlah dipengaruhi 
oleh ide-ide ahli sosial yang bernama Max Weber. Karisma adalah 
kata dalam bahasa Yunani yang berarti ‚berkat yang terinspirasi 
secara agung atau dengan bahasa lain yakni anugerah‛, atau dalam 
bahasa Kristen yakni rahmat (grace), seperti kemampuan untuk 
melakukan keajaiban atau memprediksikan peristiwa masa depan, 
sehingga melahirkan suatu perubahan yang radikal.
1
  
                                                     
1Konsep kharismatik tersebut sebenarnya memiliki cakupan 
makna yang cukup luas. Max Weber mendefinisikan konsep 
kharismatiknya sebagai suatu pengklasifikasi-an terhadap pola atau 
tipe otoritas. Tiga macam otoritas tersebut yang dijadikannya sebagai 
postulat atau dalil  wujud ideal antara lain tipe kharismatik, 
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Konsep kharismatik (charismatic) atau kharisma (charisma) 
menurut Weber lebih ditekankan kepada kemampuan pemimpin yang 
memiliki kekuatan luar biasa dan mistis. Menurutnya, ada lima faktor 
yang muncul bersamaan dengan kekuasaan yang kharismatik, yaitu 
adanya seseorang yang memiliki bakat yang luar biasa, adanya krisis 
sosial, adanya sejumlah ide yang radikal untuk memecahkan krisis 
tersebut, adanya sejumlah pengikut yang percaya bahwa seseorang 
itu memiliki kemampuan luar biasa yang bersifat transendental dan 
supranatural, serta adanya bukti yang berulang bahwa apa yang 
dilakukan itu mengalami kesuksesan. 
Melihat definisi di atas, Weber menggunakan istilah itu untuk 
menjelaskan sebuah bentuk pengaruh yang bukan didasarkan pada 
tradisi atau otoritas formal, tetapi lebih atas persepsi pengikut bahwa 
pemimpin diberkati dengan kualitas yang luar biasa. Sebab Menurut 
Weber, kharisma terjadi saat terdapat sebuah krisis sosial, di mana 
seorang pemimpin muncul dengan sebuah visi radikal yang 
menawarkan sebuah solusi untuk krisis itu, pemimpin menarik 
pengikut yang percaya pada visi itu, mereka mengalami beberapa 
keberhasilan yang membuat visi itu terlihat dapat dicapai, dan para 
pengikut dapat mempercayai bahwa pemimpin itu sebagai orang yang 
luar biasa. 
Seorang yang berkharisma merupakan orang yang menciptakan 
suatu perubahan eksistensial. Namun terkadang, hal itu dianggap 
sebagai suatu pembaharuan terhadap adat, atau melahirkan 
perpecahan dunia. Asumsi lain tentang pemimpin kharismatik adalah 
                                                                                                                  
tradisional, dan legal-rasional. Lihat, Betti R. Scharf, Kajian Sosiologi 
Agama, terj. Machnun Husein, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995),  206. 
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orang yang dianggap dan dipersepsikan negatif, karena mengadakan 
keretakan (breakthrough), yang dilatar belakangi oleh sikapnya yang 
memperlihatkan suatu bentuk kemerdekaan yang baru dan mau tidak 
mau akan menuntut sebuah ketaatan yang baru juga, antara seorang 
pemimpin dengan pengikut.
2
 
Tipe kharismatik merupakan salah satu dari tiga tipe yang 
dikemukakan oleh Weber sebagai postulat ideal dalam memandang 
peranan pemimpin-pemimpin keagamaan terhadap pola sosial di 
masyarakat. Apakah mereka juga masuk dalam tipe yang dirumuskan 
oleh Weber dalam konsep kharismatik, atau malah tidak. Sebenarnya 
Weber menjadikan tipe otoritas atau sistem kepercayaan yang 
mengabsahkan hubungan -hubungan dalam masyarakat menjadi tiga, 
yaitu dominasi hukum (legal-rasional), tradisional (estabilished), dan 
kharismatik (pemimpin).
3
 Kekuasaan tradisional atas dasar suatu 
                                                     
2Prejudice tersebut lahir karena melihat bahwa lahirnya 
pemimpin charisma, salah satu faktornya yakni dengan adanya suatu 
kondisi yang krisis, waktu perang atau pada waktu kebudayaan 
saling bertentangan, terutama disebabkan oleh masalah akulturasi. 
Dan sisi lain, charisma selalu menyebabkan perubahan sosial, 
sehingga menciptakan situasi baru yang berbeda dengan situasi 
sebelum adanya charisma. Lihat, Syamsuddin Abdullah, Agama Dan 
Masyarakat (Pendekatan Sosiologi Agama), (Jakarta: Logos Wacana 
Ilmu, 1997), 41. 
3Dalam pemetaan tiga tipe dominasi kekuasaan atau otoritas 
tersebut terjadi karena faktor sosilogi politik yang menyangkut pada 
keabasahan kekuatan dan kekuasaan. Sebab bagi Weber, tak ada 
kekuasan yang stabil, apalagi kalau kekuasaan tersebut didasarkan 
pada intimidasi fisik dan kelicikan. Orang-orang akan mempercayai 
kekuasan (menaati) tersebut kalau memiliki alasan-alasan yang legal 
atas kekuasaant tersebut. lihat, Bryan S. Turner, Sosiologi Islam; Suatu 
Telaah Analistis Atas Tesa Sosiologi Weber, terj. G. A. Ticoalu, (Jakarta: 
CV. Rajawali, 1974), 36-37. 
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kepercayaan yang telah ada (estabilished) pada kesucian tradisi kuno. 
Kekuasaan yang rasional atau berdasarkan hukum (legal) adalah 
kekuasaan yang didasarkan atas kepercayaan terhadap legalitas 
peraturan-peraturan dan hak bagi mereka yang memegang 
kedudukan, yang berkuasa berdasarkan peraturan-peraturan untuk 
mengeluarkan perintah. Kekuasaan tradisional atas dasar suatu 
kepercayaan yang telah ada (estabilished) pada kesucian tradisi kuno. 
Dengan kata lain yakni bentuk kepercayaan terhadap legalitas 
praktek-praktek yang telah disucikan dan dibakukan. Sedangkan 
kekuasaan kharismatik merupakan dominasi atau otoritas  yang 
didapatkan atas pengabdian diri atas kesucian, sifat kepahlawanan 
atau yang patut diteladani dan dari ketertiban atas kekuasaannya. 
Perbedaan mendasar antara tipe tradisional dan hukum dengan 
kharisma, yaitu terletak pada sifatnya. Tradisional dan hukum 
merupakan bentuk relasi yang stabil dan terus menerus (continou), 
sedangkan kharisma murni berusia pendek. Menskipun demikian, 
seorang pemimpin yang berkharisma, itu juga dapat dan bisa 
mewarisi ke-kharismaan-nya kepada orang lain atau istilah Weber 
rutinisasi kharisma. 
Madura merupakan bagian pulau yang berada di wilayah 
propinsi Jawa Timur yang secara geografis, terbentang dari ujung 
barat kabupaten Bangkalan sampai ujung timur kabupaten Sumenep. 
Wilayah ini secara umum termasuk wilayah agraris yang hampir 
seluruh wilayahnya merupakan persawahan, sehingga sebagian besar 
penduduknya mengandalkan pertanian sebagai mata pencaharian 
utama. Walau demikian, ada juga yang menjadi nelayan terutama 
yang di pinggir pantai utara maupun selatan dan ada juga yang 
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menjadi pedagang dan lainnya, namun populasi mereka agak 
terbatas.Andalan pertanian di Madura adalah jagung, tembakau dan 
garam. Sementara untuk tanaman lain agak sulit tumbuh dan berbuah 
dengan baik, khususnya di wilayah barat. Kalau di wilayah timur, ada 
tiga musim tanam dalam setahun, yaitu, tembakau, jagung/padi, dan 
kedelai/kacang tanah. Hal ini disebabkan, pada saat kemarau, tanah-
tanah menjadi gersang. 
Pulau Madura sebagai wilayah asal orang Madura terletak 
antara paralel 6 45' LS-7 15 LS dan pada meredian 112 15' BT - 114 
'05 BT. Luas puiau Madura adalah 547.514 ha atau 5475, 14 km2. 
Luas ini terbagi atas wilayah Kabupaten Sumenep seluas 18.448 ha, 
Kabupaten Pamekasan seluas 79.155 ha, Kabupaten Sampang 
137.516 ha, dan Kabupaten Bangkalan seluas 142,435 ha. Pulau ini 
berada pada ketinggian antara 2-471 meter di atas permukaan laut. 
Temperatur rata-rata adalah 26,61 derajat Celcius; hujan tidak merata 
sepanjang tahun, dan musim kering kadang-kadang sangat lama di 
bagian timur. Sekitar 55 % dari luas pulau ini merupakan tanah 
kering, dan sekitar 10 % merupakan tanah kritis, padang alang-alang, 
dan tanah pasir. Selebihnya adalah sawah (11 %), tegalan, hutan, 
kampung, kota, dan lain-lain, yang secara keseiuruhan pulau ini 
kurang air tanah dan terbilang kurang subur. 
Masyarakatnya sebagian besar adalah petani yang tergantung 
pada hujan. Iklim di Madura tidak beda dengan daerah lain di 
Indonesia, yaitu musim kemarau dan penghujan sesuai siklus rutin 
setiap enam bulan sekali. Namun yang membedakan adalah suhu 
udara, yang dikenal dengan suhu panas kering yang mungkin 
dipengaruhi oleh lingkungan pantai yang mengitari pulau dimana 
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jarak antara pantai utara dan selatan dalam kisaran 30 km. Letak 
geografis ini memiliki pengaruh besar terhadap karakter 
penduduknya, yaitu keras, kasar, ulet, pekerja keras, temperamental 
dan memiliki solidaritas tinggi. 
Masyarakat Madura hidup dalam keterbatasan alam, sementara 
kebutuhan untuk survive menjadi basic need setiap manusia. Maka 
kerjasama menjadi sesuatu yang niscaya dalam mengatasi 
keterbatasan. Gesekan dan konflik antar satu dengan lainnya, 
seringkali sulit dihindari bahkan sampai pada pertumpahan darah 
yang dalam tradisi masyarakat Madura dikenal dengan istilah carok. 
Carok sejatinya adalah bagian misi agama dalam rangka nahi munkar, 
tapi terkadang dalam kenyataannya, tidak bisa dilepaskan dari 
conflict of  interest dan emosi. Apalagi di kalangan masyarakat 
Madura muncul ungkapan, ‚ango’ pote mata, etembang pote tolang‛ 
(lebih baik mati daripada malu). 
Realitas ini telah menjadi budaya di kalangan masyarakat 
Madura, yang mana untuk mengendalikannya dibutuhkan tokoh kuat 
dan berpengaruh yang bisa melampaui (ngonggheih) kekuatan yang 
ada untuk diciptakan harmoni dalam kehidupan. Di sinilah pada 
masa-masa awal, kiai dengan kharismanya memainkan perannya 
menjadi pengayom bagi masyarakat Madura.  
Kiai adalah sebutan bagi orang yang dianggap mumpuni dalam 
bidang keagamaan Islam, baik dari sisi ilmu maupun hikmahnya. Kiai 
adalah ulama yang oleh orang Madura diyakini sebagai warotsatul 
ambiya’. Kiai dianggap sebagai sosok yang memiliki kesalehan 
individual (hablun minallah) yang sampai kepada tingkatan khawash 
dan juga memiliki kesalehan sosial (hablun minannas) yang sangat 
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peduli kepada problem umat. Kiai adalah figur sentral dalam struktur 
sosial masyarakat di Madura yang bahkan mengalahkan status dan 
kekuasaan pemerintah. Kita mengenal istilah Bupa’ Babu’ Guruh 
Ratoh sebagai filosofi ketaatan orang Madura kepada orangtua (bupa’ 
babu’), kiyai (guruh) dan pemerintah (ratoh). Kiai adalah rujukan 
umat dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya serta rujukan umat 
dalam tindak tanduk kesehariannya. Kiai adalah gudangnya ilmu 
pengetahuan, sehigga menjadi tempat bertanya umat dalam segala 
problem yang dihadapinya. Kiai adalah penggembala umat yang tidak 
mengenal jam kantor, karena setiap waktu dan hidupnya didermakan 
sepenuhnya untuk umat. Kiai adalah inspirator pengembangan umat, 
karena setiap dawuhnya selalu membekas dan terpatri dalam 
renungan alam bawah sadar mereka.
4
 Kiai adalah muballigh yang 
selalu menyeru kepada kebaikan dan menolak kemungkaran (amar 
ma’ruf nahi munkar). Kiai adalah lentera dalam kegelapan saat 
ummat kebingungan. Kiai adalah penyejuk dalam kegersangan. 
Tidak heran apabila masyarakat Madura, sangat fanatik kepada 
kiainya. Segala apapun yang disampaikan kiai, pasti diikuti dan 
dijalankan walau harus menggenggam bara dan membentur badai. 
Mereka rela mati untuk membela kiainya, karena mereka yakin, sang 
kiai pasti benar dan akan masuk surga. Dengan membelanya, berarti 
juga ikut ke surga bersama tokoh panutannya. 
                                                     
4Khusus di Madura, kiai juga memainkan peran perantara 
dalam mentransmisikan pesan-pesan pemerintah tentang 
pembangunan kepada masyarakat dan masyarakat dapat lebih 
mudah menerima program pemerintah bila itu disampaikan oleh kiai. 
Lihat tulisan Dr.Endang Turmudzi, Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan, 
Yagyakarta, LKiS, 2004, hal. 32 
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Saat perjuangan kemerdekaan, kiai menjadi komandan tentara 
sabilillah, maka seluruh masyarakat turut serta berjuang 
memperebutkan kemerdekaan. Saat kiai Madura mendirikan 
organisasi NU, maka semua orang Madura ikut organisasi NU. Kiai 
berkata hijau, maka semuanya akan hijau. Prinsip sami’na wa atho’na 
dari masyarakat kepada kiainya, terpatri bukan hanya pada ucapan, 
tapi juga dalam seluruh tindakan dan spirit hidupnya. 
Dalam bidang politik, demikian juga adanya. Terbukti pada 
awal reformasi, saat kiai-kiai Madura, mendeklarasikan partai PKB, 
maka perolehan PKB di Madura mencapai 80% dari total pemilih, 
sehingga di seluruh kabupaten yang ada, Bupati maupun anggota 
legislatif, mayoritas berasal dari PKB.  
 
Istilah politik uang (money politics) merupakan sebuah istilah 
yang dekat dengan istilah korupsi politik (political corruption).5 
Sebagai bentuk korupsi, politik uang masih menjadi perdebatan 
karena praktiknya yang berbeda-beda di lapangan, terutama terkait 
perbedaan penggunaan antara uang pribadi dan uang negara. 
Ketidakjelasan definisi money politics ini menjadikan proses hukum 
                                                     
5Ensyclopedia of Sosial Science memasukkan korupsi dalam 
peristilahan politik, tepatnya dalam entri political corruption. Istilah 
tersebut memuat cakupan makna sebagai penggunaan kekuasaan 
publik (public power) untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi 
atau kemanfaatan politik. Sementara Arnold Heidenheimer (1993) 
mendefinisikan korupsi politik sebagai “any transaction between private 
and pubic sector actors through which collective goods are illegitimately 
converted into private-regarding”. Misalnya, seorang pejabat 
dikatagorikan korupsi bilamana ia menerima hadiah dari seseorang 
supaya ia mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan 
sang pemberi hadiah 
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terkadang sulit menjangkau dan tidak bisa dihilangkan dari 
kehidupan masyarakat.   
Sementara itu, istilah korupsi diartikan sebagai 
penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, yang tumbuh 
dan berkembang sebagai penyakit sosial yang akut di Indonesia. 
Kalau penggunaan uang pribadi dalam kampanye disebut sebagai 
money politics, maka tidak ada orang atau partai politik yang bersih 
dari korupsi. Seperti yang ditulis Indra J. Piliang, bahwa dalam 
sejumlah penelitian tentang pemilihan kepala desa, penggunaan uang 
untuk mengadakan perhelatan, makan bersama, dan lain-lainnya 
sudah menjadi kebiasaan untuk memperoleh dukungan. Kalau kepala 
desa itu terpilih, lalu dianggap melakukan money politics, tentu akan 
menghadapi krisis multi level dari tingkat rendah sampai tingkat 
tinggi atas pemerintahan atau pimpinan formal negara kita.
6
 
Karena itulah dari diskursus yang tergelar, belum ada 
kesimpulan tegas mengenai money politics. Tidak ada batas-batas 
yang jelas antara praktik jual beli suara dan pengeluaran uang dari 
partai untuk keperluan yang kongkrit. Garis demarkasi antara money 
politics (politik uang) dan political financing atau pembiayaan 
kegiatan politik masih sangat kabur.
7
 
Meskipun demikian bukan berarti tidak ada yang mencoba 
mendefinisikan istilah money politic. Salah satunya, money politics 
biasa diartikan sebagai upaya memengaruhi perilaku orang dengan 
                                                     
6Indra J. Pilliang, “Korupsi dan Demokrasi”, Kompas, 5 
November 2001. 
7 Ismawan, Indra, Money Politics Pengaruh Uang Dalam Pemilu, 
(Yogyakarta: Media Pressindo, 1999), 4. 
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menggunakan imbalan tertentu. Ada pula yang mengartikan money 
politics sebagai tindakan jual beli suara pada sebuah proses politik 
dan kekuasaan. Tindakan itu dapat terjadi dalam jangkauan (range) 
yang lebar, dari pemilihan kepala desa sampai pemilihan umum di 
suatu negara.
8
 
Publik memahami money politics sebagai praktik pemberian 
uang atau barang atau memberi iming-iming sesuatu, kepada massa 
(voters) secara berkelompok atau individual, untuk mendapatkan 
keuntungan politis (political advantage). Tindakan money politics itu 
dilakukan secara sadar oleh pelaku atau oknum yang tidak 
bertanggung jawab. Definisi ini nampaknya kurang akurat ketika 
dipakai untuk menganalisis kasus seperti pembagian sembilan bahan 
pokok oleh partai atau orang tertentu kepada masyarakat. Kalau 
motifnya adalah semata-mata untuk membantu masyarakat, tentunya 
pemberian itu bukan money politics walaupun tetap mendapatkan 
political gain dari aktivitasnya itu. 
Dengan hadirnya berbagai definisi di atas, menunjukkan belum 
adanya definisi money politics yang bisa dijadikan acuan. Hal inilah 
yang seringkali membuat bingung untuk mengkategorikan sebuah 
peristiwa tergolong money politics atau bukan. Implikasinya, 
beberapa pihak dapat secara leluasa melakukan tindakan yang 
sebenarnya sudah menjurus pada money politics, tanpa bersedia 
dikatakan melakukan praktik yang curang tersebut.  
Leo Agustino menyatakan bahwa Undang-undang No. 32 
tahun 2004 yang digunakan sebagai acuan pilkada langsung, 
mendefinisikan politik uang masih tidak jelas dan bersifat umum 
                                                     
8Ibid., .5. 
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(normatif).
9
 Hal serupa juga tidak diatur secara jelas dalam Peraturan 
Pemerintah No. 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, 
pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah. Kendati Peraturan Pemerintah tersebut telah disempurnakan 
melalui Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2005 sebagai respon atas 
putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi tidak juga mengatur persoalan 
politik uang secara lebih baik karena hampir sama dengan aturan 
sebelumnya. 7 Ketentuan yang memberikan definisi tentang politik 
uang secara implisit tercantum dalam pasal 82 Ayat (1) Undang-
Undang No. 32 tahun 2004 yang menyebutkan, pasangan calon 
dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan 
uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. Kemudian 
pada ayat (2)-nya, pasangan calon dan/atau tim kampanye yang 
terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan putusan pengadilan 
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi 
pembatalan sebagai pasangan calon oleh DPRD. Pelanggaran tentang 
money politics dalam pemilu legislatif tahun 2009 telah dirumuskan 
dalam undang-undang pemilu 2008 Nomor 10 pasal 265, 
menyebutkan bahwa ‚setiap orang yang dengan sengaja melakukan 
perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang atau dengan 
memaksa atau dengan menjanjikan atau memberikan uang atau 
materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota 
DPD dalam pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, dipidana 
penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga 
puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua 
                                                     
9Leo Agustino, Pilkada dan Dinamika Politik Lokal, (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 2009), 133. 
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belas juta rupiah) dan paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh 
enam juta rupiah)‛. 
Sementara dasar hukum normatif lain yang dapat digunakan 
untuk menjerat kasus money politics adalah ketentuan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2003 mengenai pemilu presiden-wakil 
presiden. Pasal 90 Ayat (2) UU 23/2003 yang menyebutkan, ‚setiap 
orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau 
materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak 
pilihnya, atau memilih pasangan calon tertentu, atau menggunakan 
hak pilihnya dengan cara teretentu sehingga surat suaranya 8 menjadi 
tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat dua bulan 
atau paling lama 12 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1 juta 
atau paling banyak Rp 10 juta‛. 
Money politics adalah politik uang yang berbeda dengan coast 
politic’s. Jika coast politic’s dipakai untuk sosialisasi diri, visi dan 
misi kandidat semisal untuk biaya baliho, sticker dan lainnya, maka 
money politics biasanya dipakai untuk membeli suara pemilih. Bisa 
dengan bentuk uang secara langsung, atau barang berharga lainnya. 
Modusnya bermacam-macam. Adakalanya dengan alasan memberi 
transport atau uang jajan untuk ke lokasi TPS, ada yang memberikan 
amplop tanpa penjelasan. Ada juga yang  memberi uang untuk 
membangun fasilitas umum di sekitar kampung pemilih. Ada juga 
yang membuka pasar murah, memberi pengobatan gratis untuk 
menarik simpati. Semakin besar pengaruh seseorang, semakin tinggi 
harga politik orang tersebut. 
Di kalangan masyarakat Madura, ada istilah-istilah harga 
politik yang lumrah dipahami oleh masyarakat, antara lain tongket 
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(settong seket/satu suara lima puluh ribu), berse (berras ban 
pesse/beras dan uang), meruh (mera biruh/uang merah biru/seratus 
ribu dan lima puluh ribu) dan lain-lain. 
Realitas ini sudah lumrah dan dapat dipastikan setiap acara 
pemilihan, aromanya semerbak dari berbagai penjuru. Banyak petaruh 
yang juga berperan serta meningkatkan harga masing-masing pemilih, 
bahkan untuk calon tunggal pun dalam pilkades, masih saja aroma 
uang menyeruak.  
Adagium keuangan yang maha kuasa, menemukan 
pembenarannya dalam ajang pemilu di Madura. Ikatan emosional 
kekerabatan bisa retak gara-gara beda pilihan yang didalamnya 
bercokol uang. Ikatan guru murid dan bahkan santri kiai bisa rapuh. 
Telah ada fatwa NU di Madura (khususnya di Sumenep) 
melalui keputusan bahtsul masail yang menyaatakan bahwa money 
politics termasuk risywah yang ancamannya neraka. Namun fatwa ini 
seakan angin lalu dan ancaman neraka dianggap sebagai hal yang 
abstrak dan bisa ditebus dengan istighfar. 
Money politics telah menggerogoti kohesi sosial dan religiusitas 
umat sampai ke detak jantung mereka. Semua hal dilihat sebagai 
proyek. Ada filosofi Madura dalam hal gotong royong (jung-rojung) 
yang dulu agung, yaitu ‚bedhe pakon bedhe pakan‛ (jika anda 
meminta bantuan orang lain, maka seyogyanya anda memberinya 
imbalan makan sekedarnya). Namun, dalam konteks masa kini, sudah 
berubah menjadi imbalan uang. Kalau hanya makan, itu bukan 
imbalan, sehingga segala hal yang dulu bisa dilakukan dengan gotong 
royong, sudah berubah menjadi ‘derrebban’ (proyek). Segala hal 
dihitung untung rugi secara finansial, bahkan pun termasuk agama. 
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Kiai dalam Pusaran Money Politics 
Seiring perkembangan politik lokal di Madura, yang tidak bisa 
dilepaskan dari kebijakan politik nasional, sebagian besar kiai juga 
terseret dalam pusaran permainan politik yang penuh dengan siasat 
dan intrik.  
Politik adalah kekuasaan (power). Kekuasaan adalah 
manifestasi kholifatullah fil ardl. Sehingga keterlibatan kiai dalam 
politik diharapkan menjadi dakwah struktural untuk membangun 
masyarakat lebih islami berlandaskan nilai asasi al-Qur’an dan al-
Hadits yang dilakukan melalui penetapan kebijakan strategis. Namun, 
sudah menjadi pemahaman umum, bahwa di manapun kekuasaan 
seringkali mengarah kepada penyelewengan (power tend’s to 
corrupt). Penyelewengan seringkali berada dalam ranah kebijakan 
penganggaran yang memang menjadi candu bagi setiap insan. 
Kekuasan seringkali berkelindan dengan uang. Sehingga, cara apapun 
akan dilakukan untuk sebuah kekuasaan dalam rangka menumpuk 
uang. Maka, money politics sulit dibendung karena terjadi proses 
simbiosis mutualisme antara penngguna kekuasaan (aktor politik) dan 
penikmat uang (masyarakat awam). Di sinilah pemilik modal 
mengambil kesempatan untuk melakukan investasi politik. 
Keterlibatan kiai dalam kontestasi politik lokal di Madura, 
menjadi sulit menggeliat dari himpitan kultur politik destruktif yang 
semakin mendera masyarakat Madura karena money politics. Apalagi 
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dalam kultur masyarakat Madura, ada tradisi ‚acabis‛ kepada kiai 
yang biasanya pasti diikuti dengan salam ‚tempel‛.10 
Tradisi salam tempel ini dimanfaatkan dengan sangat cantik 
oleh para aktor politik untuk memikat dukungan kiai demi meraup 
suara sebanyak-banyaknya. Sebagian kecil kiai terlena dengan hal ini 
dan bahkan menikmatinya dengan bangga. Mereka turut larut dalam 
permainan politik untuk membela dan meloloskan calon yang telah 
‚membayarnya‛. Bahkan saat sang kiai turut serta sebagai kontestan 
pemilu, prilaku money politic dicarikan pembenarannya dalam teks-
teks kitab suci. Perilaku demikian, tercium dengan santer di kalangan 
masyarakat awam, sehingga muncul pertanyaan, apa beda kiai dan 
bukan kiai dalam percaturan politik. Hal ini bukan isapan jempol, 
karena terbukti pada pemilu 2009 dan 2014 banyak caleg dari 
kalangan kiai dan atau keluarganya berguguran (tidak terpilih) 
sebagai anggota legislatif walau jargon mereka sangat populis dan 
syar’ie. Tanpa money politic’s, semuanya dianggap angin lalu. 
Akhir-akhir ini, menjelang pilkada serentak, muncul semboyan 
‚Bupati Asal Bukan Kiai‛. Hal ini cukup merisaukan, karena apabila 
merembet kepada kultur masyarakat secara luas, yang ujungnya akan 
mengakibatkan munculnya distrust kiai, maka kekacauan dan 
disharmoni sosial di Madura, menjadi ancaman serius yang perlu 
                                                     
10Salam tempel merupakan istilah umum di kalangan 
masyarakat Madura yang dilakukan ketika sowan kepada kiai atau 
tokoh disegani. Pada saat salaman, di tangan kanan diselipkan uang 
dalam amplop dengan nominal sesuai dengan keikhlasan si pemberi. 
Harapan yang diinginkan oleh pemberi adalah didapatnya barokah 
Allah SWT., melalui shadaqah kepada orang yang dianggap dekat 
kepada Allah SWT. 
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diwaspadai. Ini karena, pengendali sosial telah lumpuh dan 
masyarakat akan bertindak semaunya sendiri. Pemilik modal akan 
leluasa menggantikan posisi kiai untuk mengatur prikehidupan 
masyarakat sesuai ideologi materi yang mereka yakini. 
 
Mengembalikan Marwah Kiai 
Menyikapi realitas di atas, perlu adanya pemikiran serius dan 
refleksi mendalam untuk mengembalikan kepercayaan (trust) 
masyarakat kepada kiai. Money politik harus menjadi musuh bersama 
(common enemy) dan para kiai bersepakat menolak salam tempel 
yang terkait dengan politik uang. Jika ini sudah terbangun, ada 
beberapa opsi yang mungkin bisa dipilih. 
Pertama, para kiai kembali ke khittahnya di pesantren, 
berkhidmah untuk umat, mengayomi para santri, dan urusan 
pemerintahan diserahkan kepada tokoh terpercaya di luar kiai. Kedua, 
apabila kiai masih berminat untuk masuk dalam pemerintahan, maka 
seluruh kiai harus terbangun kesepakatan untuk mengusung satu kiai 
sebagai calon terpercaya dan para kiai yang lain, menjadi pengontrol 
utama dalam kerja-kerja kepemerintahannya. Ketiga,  para kiai 
bersama-sama mengusung calon terpercaya di luar kiai baik dari 
profesional maupun birokrat yang bermental santri, sehingga para 
kiai bisa melakukan kontrol moral dan sosial terhadap sistem 
pemerintahan yang dijalankan. 
Kondisi krisis kepercayaan harus dijawab dengan revolusi. Jika 
tidak, maka gemerlapnya kharisma kiai pelan-pelan akan redup 
ditelan zaman. Kiai adalah manusia. Namun identitas yang menempel 
kepada manusia sebagai kiai menjadikannya bukan manusia biasa. 
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Maka prilaku kiai harus mencerminkan prilaku Nabi yang senantiasa 
menjadi uswah hasanah bagi umat. Sehingga situasi sosial 
kemasyarakatan menjadi damai dan penuh keharmonisan. 
 
Simpulan 
Kiai adalah sebutan bagi orang yang dianggap mumpuni 
dalam bidang keagamaan Islam baik dari sisi ilmu maupun 
hikmahnya. Kiai adalah ulama yang oleh orang Madura diyakini 
sebagai warotsatul ambiya’. Kiai dianggap sebagai sosok kharismatik 
yang memiliki kesalehan individual (hablun minallah) yang sampai 
kepada tingkatan khawash dan juga memiliki kesalehan sosial 
(hablun minannas) yang sangat peduli kepada problem umat. Kiai 
adalah figur sentral dalam struktur sosial masyarakat di Madura yang 
bahkan mengalahkan status dan kekuasaan pemerintah. 
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